PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR PER-02/1.01/PPATK/02/15

TENTANG
KATEGORI PENGGUNA JASA YANG BERPOTENSI MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalisasikan penerapan prinsip
mengenali pengguna jasa berbasis risiko dengan
memperhatikan hasil penilaian risiko nasional dan
penilaian risiko sektoral atas tindak pidana pencucian
uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang
dikeluarkan oleh otoritas sesuai dengan standar
internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme
perlu adanya penyesuaian pengaturan mengenai kategori
pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana
pencucian uang;

b. bahwa Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan Nomor PER-02/1.01/PPATK/02/15
tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi
Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a tidak sesuai dengan rekomendasi
internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme
yang mengharuskan setiap negara untuk menerapkan
program antipencucian uang dan pencegahan pendanaan
terorisme ke pengguna jasa dengan berbasis risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang
Pencabutan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-
02/1.01/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa
yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian
Uang;



Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan;

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);

4. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 430);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR PER-02/1.01/PPATK/02/15 TENTANG KATEGORI
PENGGUNA JASA YANG BERPOTENSI MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG.

Pasal 1
Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan Nomor PER-02/1.01 /PPATK/02/15 tentang Kategori
Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 380), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

%

IVAN YU S’HKVANDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

<@#Kumnmm§n

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 50



		2025-01-22T10:12:23+0700


		2025-01-22T16:30:46+0700


		2025-01-22T16:36:12+0700


		2025-01-22T17:09:28+0700




